
 

 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

                            NOMOR    TAHUN 2019                         , 
 

TENTANG  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

 
Menimbang :   a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 

mengajukan Rancangan Peraturan Dearah  tentang 
Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) disertai penjelasan 
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu 
yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; 
 

b.  bahwa   Rancangan    Peraturan  Daerah  tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2020 yang dijabarkan kedalam kebijakan Umum APBD 

serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati 
bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020. 

 

Mengingat   : 1.  Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234); 

 
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 

 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan    Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5209); 

 
 

 
3 



 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6176); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

 
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
 

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); 
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26. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor                          
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 15); 

 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 
 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 630);  

 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor    ); 

 
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 902); 
 

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor                     

3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (NOREG Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan 
Utara : 3/227/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2016 Nomor 3); 
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34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor                     

4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (NOREG Peraturan 
Daerah  Provinsi Kalimantan Utara : 4/228/2016, 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 
Nomor 4); 

 

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor                     
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (NOREG 

Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan Utara : 
5/237/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2016 Nomor 5); 
 

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor                     

7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (NOREG Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan 
Utara : 7/325/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2016 Nomor 7); 
 

37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor                     

8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Utara (NOREG Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan 
Utara : 8/367/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2016 Nomor 8); 
 

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor                     

4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 
Nomor 25). 

 

39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor                     

1 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara 
Jaya (NOREG Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan  

Utara : (1, 27/2018, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Utara Tahun 2018 Nomor 1); 

 

40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor                     
2 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara 
Jaya (NOREG Peraturan Daerah  Provinsi Kalimantan  

Utara : (2, 28/2018, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Utara Tahun 2018 Nomor 2); 

 
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor                     

5 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin 
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (NOREG Peraturan 
Daerah  Provinsi Kalimantan Utara : (5, 31/2018, Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 5). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

dan 

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.  

 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai 
berikut : 
1. Pendapatan Daerah     Rp. 2.558.696.116.178,00  

2. Belanja Daerah      Rp. 2.857.450.072.564,00  (-) 

Surplus/(Defisit)  Rp.   (298.753.956.386,00) 

 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan  Rp. 298.753.956.386,00     

b. Pengeluaran  Rp.                          0,00  (-)  
Pembiayaan Netto  Rp.    298.753.956.386,00  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun  

Berkenaan Rp.                          0,00 
 

 
Pasal 2  

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah    Rp.    690.260.962.728,00      

b. Dana Perimbangan  sejumlah           Rp. 1.849.276.018.776,00    

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah                                

Rp. 19.159.134.674,00   

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah              Rp. 480.025.962.728,00     

b. Retribusi Daerah sejumlah         Rp.   22.000.000.000,00   

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah                   
Rp. 13.200.000.000,00 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah                          

Rp. 175.035.000.000,00    

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah              Rp.    443.486.439.852,00    

b. Dana Alokasi Umum sejumlah      Rp. 1.205.960.153.000,00   

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah     Rp.    199.829.425.924,00 
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan : 
a. Hibah sejumlah                             Rp. 295.200.000,00  

b. Dana Darurat sejumlah                 Rp. 0,00 

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah    Rp. 0,00 
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah                               

Rp. 0,00 
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya 

sejumlah Rp. 0,00 
f. Pendapatan Lainnya sejumlah       Rp. 18.863.934.674,00   

 
 

Pasal 3  
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah   Rp. 1.384.214.609.491,00    

b. Belanja Langsung sejumlah               Rp. 1.473.235.463.073,00          

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai  sejumlah   Rp.    703.837.351.362,00   

b. Belanja Subsidi sejumlah   Rp.      23.160.874.825,00   

c. Belanja Hibah sejumlah   Rp.    307.922.942.986,00        

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   Rp.        3.000.000.000,00 
e. Belanja Bagi Hasil sejumlah   Rp.    256.007.788.818,00     

f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah  Rp.      73.142.750.000,00          

g. Belanja Tidak Terduga  sejumlah   Rp.      17.142.901.500,00     

 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai  sejumlah   Rp.     174.699.149.030,00          

b. Belanja Barang dan jasa sejumlah   Rp.     774.293.435.545,00          

c. Belanja Modal  sejumlah   Rp.     524.242.878.498,00          

 
Pasal  4 
 

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah   Rp.   298.753.956.386,00  

b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah   Rp.            0,00     
c. Pembiayaan Netto sejumlah    Rp.   298.753.956.386,00     

 
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pembiayaan: 
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 298.753.956.386,00     

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
a. Pembentukkan Dana Cadangan sejumlah Rp.  0,00 

b. Penyertaan Modal Investasi pemerintah daerah sejumlah                     
Rp. 0,00     

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.  0,00 
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.  0,00 

 
(4) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1c sebesar                 

Rp. 298.753.956.386,00  

 
Pasal 5 

 
Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 

1. Lampiran I : Ringkasan APBD; 
 

2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah 
Daerah  dan  Organisasi; 
 

3. Lampiran III : Penjabaran  APBD menurut  Urusan  Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program 

dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut 
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek; 
 

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan; 
 

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan  dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan     
negara; 
 

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan                        

Per Jabatan; 
 

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; 
 

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
 

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 
 

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Lainnya; 
 

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
diangggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
 

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; 
 

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;  
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Pasal 6 

 
(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya.  

(2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 
berikut :  
a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;  
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.  
(3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagai berikut :  

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;  

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan 

c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.  

 

 
Pasal 7 

 
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

Pasal 8 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara. 

 
 

 
Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal             
 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

 
 

 

 

IRIANTO LAMBRIE 
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Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal    
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

 
 
 

                                  SURIANSYAH 
 

 
 

 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR .. 

 
 

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (…/…/2019) 
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